
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis trend yang dilakukan menunjukan 

bahwa dari tahun 2006-2012 hanya pajak daerah dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah yang selalu mengalami 

peningkatan terus menerus, sementara untuk retribusi daerah, 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

mengalami fluktuasi selama periode pengamatan tersebut. 

2. Hasil pengujian menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

pendapatan asli daerah secara simultan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah Kota Gorontalo (Periode 2006-2012). 

Kinerja keuangan dalam hal ini diukur dengan menggunakan 

rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah. Hasil penelitian 

menunjukan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang 

negatif terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah 

karena semakin tinggi pendapatan asli daerah maka tingkat 

ketergantungan keuangan daerah akan semakin rendah. Namun 



dengan semakin rendahnya tingkat ketergantungan keuangan 

daerah maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa hanya pajak 

daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah yang berpengaruh negatif terhadap tingkat 

ketergantungan keuangan daerah. Sementara hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Tingkat 

ketergantungan keuangan daerah merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota 

Gorontalo. Semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah 

Kota Gorontalo, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja 

keuangannya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya dapat lebih 

mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali 

potensi-potensi yang ada di daerah dan memaksimalkannya 

serta mengeluarkan peraturan tentang tata cara pengelolaan 



pendapatan asli daerah, terutama untuk pajak daerah dan 

retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli 

daerah paling potensial. Meski begitu, penerimaan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah tetap perlu untuk 

dimaksimalkan juga. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan 

pendapatan transfer untuk mencapai tujuan otonomi daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, harus dapat lebih memperluas lagi 

ruang lingkup penelitiannya baik mengenai pendapatan asli 

daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah maupun mengenai kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga, peneliti 

selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu ataupun 

periode pelaporan yang akan diamati. 
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